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Jaksa Hadirkan Lima Saksi
Padang, Singgalang

Sidang dugaan liorupsi
pembangunan fisik cli Ru-
mah Sakit Jiwa (RSJ) 1{B
Saanin keinbali d igelar Senin
(14li) di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor)
Padang. Dalam sidang lan-
jutan itu jalcsa penuntut
umum (JPII) meng'hadirkan
lima salsi.

Taufik l-Iidayat, salah se-
orang saksi yarlg merupa-
kan ketua tim pengadaan
yang ditunjuk berdasarkan
surat Direktur RSJ HB
Saanin mengatakan, daiam
proyek RSJ itu ada dua ta-
hap yang dipersi,apkan
oleh tirn pengadaan yaitu
tahap perencanaan dan
pelaksanaan proyck.

SelainJhuflk Hidayat,
jaksa iuga mengha,dirkan
empa,t saksi lainnya yaitn
Sekretaris Pengadaan Sep-
tianda, dan tiga anggota
pengadaan yaitu lr{asriri,
IUArif, dan Dedy \\hhyudi.

Dari persiciangan dike-
tahui, Ielang untuk penger-
jaan fisik RSJ itu arvalnya
ada 115 perusahaan yang
mendaftar, namun yaqig
mernasukkan pcnawara!l
hanya lima p€rusahaan"

'l'iga. di nntara perusfl-
haan itu clinyatakan gugur
karejna tidak memenuhi
evaiuasi teknis, lalrr tersisa
dua perusahaan rintuk

diitrkukan eraluasi harga
hingga dimennngkan CV
Y.unanda dentr;an masa lre-
ngerjaan 100 har:i. Senreir-
tara lelang perencanaan
dimenangkan oleh CV Geo
Enginering. Untuk kon-
sirltan pengawas dilakrikan'
sistem.pengadaan la,ng-
sung ya,ng dimenarrgkan
CV Nugraha Chak{i.

Perusahaan itu dike-
tahui mendapat rekornen-
dasi riari Kuasa Pengguna
Anggaran {KPAJ, nail}un
saksi Septianda mengklaini
perusahaa,n tersebut teta,p
dievaluasi sesuai perslia-
ratan dan ketentuan.

Dari pertanyaan salah
seorang pcnaschat huku m
yaitu Defika Yuflandra,
diketatrrui pada 2014 pihak
Inspektr.rra,t rla,n Btrdan
Pemeriksa Keuangan {RPKj
sudah pernqh meiakukan
perneriksaan ke rumah
sakit.

Seperti d.iketahul sebe-
lurnnya, dalam dakwait3l
atas nama Kurniarvan,
tei:dakrva selaku dir:ektur
fiSJ ditunjuK' sebagai PA
untuk pembangunan tirap
dan pcnguatarr tebing ia-
han di RSJ Saanin, dengan
dana yang bersurnber dari
.APBD provinsi. Total ang-
ga.ran untuk proyek ini. se-
besar Rp2,075 miliar. Se-
dalgkan unluk pagu ang-

garan kontruksi fisik me-
lalui anggarat perul:ahan
tanggal 4 Novemher 2{J13
mengalanri perrrbalran se-
nilai Rp1.79 rniUar.

Selanjutnya. untuk rie-
laksanakan program ke-
giatan itu, terdakw'a Kur-
nia*,an pada 10 .lanuari
20 lii menunjuk llentoni-
lvarnlan sebagai Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan
{PPTK). Padahal saat itu
terdakwa Kurniawan be-
lum diXunjuk sebagai FA
sesuai koputusan guber-
nur. Kemudian, setelah
ditrrrrjuk sebaga.i PPTK.
pada 15 Fehruari Bentoni*
-rryarman membuat telaah
staf perihal percncanaao
pembarigunan senilai
Rp91.iuta kepada l,A. Pada
1 8 Febr:ua,ri K.urniarryan

. selaku PA men.yelujitinya.
Menindaklaniuti telaah

staf dari PPTK, Erizal sela-
ku Kuasa Pengguna,Ang-
garar {KIrA) pada 18 Fe-
brua ri lrrena nclatangani
surat ya,ng ditujukan kepa-
da Kepala Palitia l,eiang
Pengadaan agar proses
peS.elangan bisa segera

. dilaksanakan.
Selanjutnya, Kurniawan

kenudian meml:entuk pa-
nitia penga,claan bara,ng
dan jasa, pada 18 Fehmari
yang diketuai oleh Taufik
Hiday4t, Hingga kemudian

I

'i'a ufikrnenandal.angani . "''
surat pengumuman praku-
lifi kasi parla' 23 Febnrari.
vang dilanjutkan'.d engan
rlilakukannya pelelaugan
jasa konsultasi untuk pem-
balgunan itu.

"Dari hasil laporan
perneriksaan Badan Pente-
riksa, Keuangan {BPK) RI,
tindakan korupsi ini me-
nyebabkan kemgian pada
keuangan negara sebesar
Rp124 juta lebih," kata JPLI
Muhasnan, saat rnembaca-
kan dakwaan.

Adapun uraian peker-
jaan yang didata B?K, yak-
ni kekurangan volume se-
nilai Rp316,231 juta,. pe-
kerjaan yang tidak sesuai
kontrak seniiai Rp16,93
juta, pekerjaan. yang tidak
clikerjakan senilai Rp6,l3
juta dan kelebihan volume
senilai Rp225.4 juta.

Perbuatan terdakwa ini,
kata JPU, sebagaimana di-
atur dan diancarn pidana
dalam Pasal 2 ayat 1 Un-
dang'{Jndang RI No.31
Tahun 1999 Tentang Pqm-
berantasan Tipokor seba-
gaimana telah diubah- de-
ngan Undang-Undanli nl
Nn.20 I'ahun 200'1 Tentang
l'erubatran Atas Undang-
{Jndang Nomn:: 31 thhun
1999 Tentang Pemberan-
tasan Tipikor Jo. Pasal 55
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